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 “Si Tou Timou Tumou Tou” (Sam Ratulangi) 
(Manusia yang ideal adalah manusia yang dapat memanusiakan manusia 
lain) 
 “Kalakuan keok memeh dipacok” (Falsafah Sunda) 
(Jangan kalah sebelum berperang) 
 “Ich bin nichts, und ich mubte alles sein” (Karl Marx) 
(Saya bukan apa-apa, tapi saya harus menjadi segalanya) 
 Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga 
hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang berdoa 
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Nama Ira Oktaviani. NPM 2116500024. EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS APARATUR DESA KARANGANYAR KECAMATAN 
PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019. Skripsi. Ilmu 
Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Dosen Pembimbing I: Sri Sutjiatmi, 
M.Si dan Dosen Pembimbing II: Unggul Sugiharto, M.Si. 
Pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan di Desa Karanganyar Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal selama tahun 2017-2019 secara normative sudah 
berjalan. Hanya saja masih banyak program-program yang sesungguhnya bukan 
bagian dari pemberdayaan masyarakat namun masuk ke dalam program 
pemberdayaan, ditambah alokasi anggaran yang setiap tahun mendapatkan porsi 
minimum yakni rata-rata di bawah 5% menunjukan Pemerintah Desa 
Karanganyar belum serius melaksanakan pemberdayaan masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 
Kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer diambil dari wawancara secara langsung dengan Perangkat 
Desa Karanganyar, BPD, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar, dan Karang Taruna. 
sedangkan data sekunder diambil dari dokumen profil Desa Karanganyar. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, keterlibatan masyarakat dalam 
agenda pemberdayaan masih sangat minim, hal ini terjadi karena keterbatasan 
pengetahuan masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam 
hal penyusunan program masyarakat juga sangat minim partisipasi masyarakat, 
sehingga program yang disusun mayoritas tidak relevan dengan kondisi di 
masyarakat alhasil tujuan pemberdayaan yang seharusnya menciptakan 
masyarakat mandiri menjadi tidak tercapai. 









The Name Ira Oktaviani. NPM 2116500024. PUBLIC EMPOWERNMENT 
EVALUATION IN KARANGANYAR VILLAGE, PAGERBARANG 
DISTRICT, TEGAL REGENCY, 2017-2019.. Thesis. Government Science at 
Pancasakti Tegal University. Lecture I: Sri Sutjiatmi, M. Si and Lecturer II: 
Unggul Sugiharto, M. Si. 
Public empowernment that has been running in Karanganyar Village is normative 
running. It’s just there are still many programs that are not actually part of public 
empowernment but are included in empowernment programs, plus the budget 
allocation which each year gets a minimum, which is below 5% on average, show 
that the Karanganyar Government is not serious in implementing public 
empowernment. 
The method used in this research is descriptive qualitative using two data sources, 
namely primary data and secondary data. Primary data was taken from direct 
interview with Karanganyar Village Officials, BPD, and Chairman of the 
Association of The Market Trader, and Youth Organizations while secondary data 
was taken from the profil document Karanganyar Village. 
Thae results obtained in this study, namely, public involvement in the 
empowernment agenda is still very minimum, this happenes because of limited 
public knowledge about public empowernment. Meanwhile, in terms public 
program formulation, public participation is also minimal, so that majority of 
programs compiled are irrelevant to the condition in the public as a result, the goal 
empowernment which should be creating an public independent is not achieved.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Sering kita mendengar tentang Globalisasi, apa lagi pasca perang dunia ke 
II istilah globalisasi semakin menjadi narasi utama di dunia. Melalui globalisasi 
pula lah kita semua mendapatkan berbagai macam manfaat, tapi tentu globalisasi 
juga memiliki dampak negatif. Dewasa ini bahkan globalisasi semakin 
menempatkan dirinya sebagai kekuatan terbesar bagi perkembangan zaman, hal 
itu tentu menuntut kita agar cepat beradaptasi. 
Globalisasi tentu membawa segudang dampak, baik dampak positif juga 
dampak negatif. Apabila kita coba bedah masing-masing dampak yang timbul 
akibat globalisasi, maka kita akan menemukan gambaran fakta sejauh mana 
globalisasi masuk dalam sendi kehidupan sehari-hari. Diakses dari 
salamadian.com pada 21 April 2020 Pkl. 16.15 WIB berikut adalah dampak 
positif dan negatif dari Globalisasi : 
Tabel 1.1 
Dampak Globalisasi 
Dampak Positif Dampak Negatif 
Kemudahan menerima informasi dan 
Ilmu Pengetahuan 
Imperialisme budaya menjadi sangat 
mudah 
Kehidupan sosial ekonomi yang 
meningkat  
Lunturnya nilai-nilai local wisdom 
Kemajuan teknologi komunikasi, 
informasi, dan transportasi 
Rusaknya lingkungan 




Jika melihat tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa dari globalisasi ini 
lah tatanan dunia sangat terpengaruh baik secara positif maupun negatif. Secara 
positif, melalui kemudahan yang timbul akibat globalisasi, Negara di dunia dapat 
menjalin hubungan kerjasama yang lebih setara, karena akses informasi sudah 
tidak lagi dimonopoli. Sementara negatifnya, dengan kemudahan informasi yang 
ada banyak Negara-negara yang secara sumberdaya belum siap, gampang didikte 
oleh Negara yang lebih kuat. 
Di Indonesia, pasca peristiwa reformasi 1998 menghasilkan situasi sosial 
politik yang sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Setelah mengalami 
transisi kepemimpinan, pemerintah melakukan restrukturisasi politik dengan 
menggelar Pemilihan Umum kembali, mengamandemen UUD 1945, dan 
kemudian melahirkan banyak kebijakan-kebijakan lainnya. 
Ingatan publik yang paling utama pasca transisi kepemimpinan di 
Indonesia adalah mengenal istilah Otonomi Daerah. Berdasarkan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri, 
sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah menurut Hanif Nurcholis 
(2007:30) adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, 
mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan 
menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 
Sehingga kemudian melalui otonomi daerah ini lah terjadi perubahan yang 
cukup cepat, khususnya pada sistem pemerintahan Indonesia. Salah satunya dalam 
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menyusun perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan semakin 
membuka ruang partisipasi publik atau sering disebut mekanisme Buttom Up. 
Mekanisme seperti ini memungkinkan bagi publik untuk terlibat secara 
langsung dalam setiap pembangunan, dari mulai perencanaan sampai tahap 
pelaporan dan evaluasi. Maka kemudian, konsep pembangunan juga mulai 
mengalami perubahan yang cukup drastis, dimana dulu tidak dikenal konsep 
pemberdayaan masyarakat, sekarang konsep tersebut menjadi salah satu konsep 
pembangunan yang lebih sering digunakan. 
Menurut Mas’oed dalam Totok dan Poerwoko (2015:26), pemberdayaan 
dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (Empowerment) atau 
penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sementara keberdayaan 
masyarakat oleh Sumodiningrat dalam Totok dan Poerwoko (2015:26) diartikan 
sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam 
membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. 
Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan 
dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka dalam Totok dan 
Poerwoko, 2015:26). Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep 
yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan 
masyarakat barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan 
kemudian terus berkembang sampai saat ini. 
Modal setiap negara untuk membertahankan eksistensi bahkan maju 
adalah sumber daya manusia, kekayaan alam dan teknologi yang dimiliki dari tiga 
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sumber penting tersebut, adapun yang paling penting adalah sumber daya 
manusia, manusia dalam arti kuantitas maupun kualitas. Indonesia saat ini 
merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dimana 
jumlah angka pengangguran di Indonesia juga cukup tinggi. Sebagaimana data 
BPS bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2019 mencapai 6,82 
juta jiwa.  
Dengan sumber daya manusia yang handal, negara-negara maju sudah 
terbukti mampu mengubah jenis ekonomi rakyat dan negara secara evolutif 
maupun cepat, namun dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia 
tentu dapat menjadi problem tersendiri. Sehingga, dengan problem tersebut 
Indonesia harus terus berupaya lebih keras agar kemungkinan menjadi negara 
gagal dapat dihindari, padahal sumber daya alam Indonesia cukup melimpah.  
Sementara, tidak dapat dipungkiri banyak negara yang sumber daya 
alamnya tidak terlalu menjanjikan tetapi dengan sumber daya manusia yang 
berkualitas, bisa menjadi negara maju atas hasil sektor jasa. Dengan begitu 
pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan serta 
peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.  
Dalam era yang semakin maju peran serta masyarakat diharapkan dapat 
terwujud bukan hanya dalam kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus 
turut untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan aspirasi 
publik. Sebab setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan 
menyampaikan pendapatnya terhadap issue pembangunan dan keadaan yang 
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sedang dihadapinya. Informasi program pemberdayaan oleh karenanya harus 
disampaikan dan dimengerti oleh masyarakat luas sehingga anggota masyarakat 
menjadi lebih kooperatif terhadap pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan 
dan memelihara hasilnya.  
Pembangunan masyarakat Desa menjadi perhatian pemerintah pasca 
reformasi, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah 
pedesaan. Pembangunan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat desa. Implikasi titik pusat pembangunan pedesaan adalah 
manusia (masyarakat), oleh karena itu masyarakat merupakan objek sekaligus 
subjek pembangunan. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti 
pembangunan dilakukan terhadap masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan 
masyarakat sebagai subjek pembangunan berarti pembangunan dilakukan oleh 
masyarakat. 
Dewasa ini, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola 
rumah tangganya yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa, dengan begitu pemerintah desa dituntut untuk memberdayakan 
masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk 
kemajuan Desanya. Karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka 
butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan 
dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki serta tanggung 
jawab terhadap seluruh agenda pembangunan.  
Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah 
konsep kemandirian, dimana program-program pembangunan dirancang secara 
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sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. 
Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah 
disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-
program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. 
Sebagaimana kegagalan di masa lalu dalam proses pembangunan, tentu 
pemberdayaan masyarakat juga memiliki potensi kegagalannya. Sehingga untuk 
dapat memastikan sejauh mana pemberdayaan masyarakat telah dicapai, maka 
harus dilakukan sebuah langkah evaluasi agar kekurangan serta kendala yang 
dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dideteksi sehingga 
kekurangan tersebut selanjutnya dapat segera diperbaiki. 
Evaluasi sendiri menurut Echols dan Shadily (2000) sudah menjadi kosa 
kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa 
Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sementara 
menurut Arikunto dan Cepi (2008: 2) evaluasi adalah kegiatan untuk 
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 
tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 
sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan 
informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan 
kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. 
Merujuk pada beberapa pengertian di atas mengenai evaluasi tentu dapat 
dilihat bahwa mekanisme evaluasi sangatlah diperlukan dalam program 
pemberdayaan masyarakat. Karena evaluasi tidak hanya dapat digunakan sebagai 
alat untuk menemukan kendala atau kekurangan terhadap program pemberdayaan, 
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akan tetapi berlaku juga sebagai metode untuk mengukur tingkat keberhasilan 
program pemberdayaan. 
Dalam rangka memperkuat proses penelitian, maka penulis kemudian 
melakukan pengumpulan data awal mengenai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
yang dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 
untuk menggali informasi apakah Pemerintah Desa Karanganyar sudah benar-
benar melaksanakan pemberdayaan. Berikut di bawah ini adalah tabel gambaran 
program Pemberdayaan Masyarakat pada APBDes Desa Karanganyar Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal dari tahun 2017-2019. 
Gambaran APBDes T.A 2017-2019 
Uraian 
Tahun 
2017 2018 2019 




Rp26.960.000 Rp47.880.000 Rp47.880.000 
Pendapatan 
Transfer 
Rp1.243.463.011 Rp1.811.834.158 Rp1.885.093.313 
Pendapatan lain-
lain yang sah 
Rp7.128.115 Rp7.873.000 Rp8.535.000 
Belanja Rp1.277.551.126 Rp2.033.706.938 Rp2.039.741.357 






Rp831.976.095 Rp1.337.464.570 Rp1.373.423.709 
Pembinaan 
Masyarakat 
Rp33.328.904 Rp52.854334 Rp48.433.011 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Rp11.016.553 Rp53.236.404 Rp98.000.000 
Penanggulangan 
Bencana 
- - Rp6.419.000 
Pembiayaan - Rp.166.119.780 - 
Penerimaan 
Pembiayaan 
- Rp166.119.780 - 
Pengeluaran 
Pembiayaan 
-  - 
Diolah dari Dokumen APB Desa Karanganyar T.A 2017-2019 
Jika melihat tabel di atas, dapat disimpulkan setiap tahun terhitung dari 
tahun 2017, alokasi anggaran untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat selalu 
dibawah 5% dari total APBDes. Tahun 2017 misalnya, alokasi angaran bidang 
Pemberdayaan Masyarakat hanya mendapat alokasi sebesar 0,9% dari total 
APBDes, kemudian pada tahun 2018 alokasi anggaran bidang Pemberdayaan 
Masyarakat sebesar 2,6% dari total APBDes, dan pada tahun 2019 alokasi 
anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 4,8% dari total APBDes. 
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Artinya, selama ini agenda pemberdayaan selalu mendapat alokasi 
anggaran yang sangat minim. Walaupun setiap tahun selalu mengalami kenaikan 
seperti yang terlihat pada tabel di atas, akan tetapi secara keseluruhan jumlahnya 
jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk operasional 
Pemerintah Desa. 
Sementara di bawah ini adalah tabel beberapa  kegiatan pemberdayaan 
kaitannya dengan peningkatan kapasitas aparatur desa yang sudah dilakukan 
mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 
No. Kegiatan Jumlah Tahun 
1. Penguatan KPMD Rp5.000.000 2017 
2. Sosisalisasi, penyuluhan 
dan pencegahan penyakit 
menular  
Rp3.760.000 2017 
3. Pelatihan Kepala Desa, 
Perangkat dan BPD 
Rp2.256.553 2017 
4. Pelatihan Usaha Ekonomi 
Produktif bid. Pertanian 
- 2017 
5. Pembinaan Kader 
Kesehatan Desa 
Rp9.770.000 2018 
6. Latihan Seni Budaya Rp5.510.000 2018 
7. Pelatihan Usaha Ekonomi 
Desa 
Rp7.873.000 2018 
8. Pembinaan Kegiatan 
Olahraga 
Rp5.083.404 2018 
9. Peningkatan KPMD Rp5.000.000 2018 
10. Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Desa 
Rp5.000.000 2019 
11. Pengembangan Sarpras 
UMKM 
Rp25.000.000 2019 
12. Modal BUMDES Rp35.000.000 2019 
Sumber: Dokumen RKP Desa Karanganyar 2017-2019 
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Merujuk pada tabel di atas, terlihat program peningkatan kapasitas 
aparatur desa dengan membandingkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 
telah dilaksanakan dua kali. Yang pertama pada tahun 2017 dengan alokasi 
anggaran sebesar Rp2.256.533 yang di ikuti oleh BPD juga, kemudian kegiatan 
kedua dilakukan pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000 
dimana hanya perangkat desa yang mengikuti program peningkatan kapasitas. 
Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa agenda 
peningkatan kapasitas aparatur desa masih minim dilakukan, sekalipun sudah 
dilakukan porsi alokasi anggarannya sangat minim. Sehingga bisa diasumsikan 
perangkat desa di Desa Karanganyar masih dimungkinkan banyak yang belum 
memahami tugas dan fungsinya, mengingat peraturan perundang-undangan 
tentang desa juga selalu berubah hampir setiap tahun. 
Dengan begitu, secara umum berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan 
bahwa agenda pemberdayaan khususnya peningkatan kapasitas aparatur desa yang 
sudah diprogramkan masih belum maksimal sehingga tidak mungkin akan 
berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. 
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka 
judul dalam diambil dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan ulasan di atas, peningkatan kapasitas aparatur desa tentunya 
harus benar-benar tepat sasaran mengingat tujuan peningkatan kapasitas aparatur 
adalah mewujudkan perangkat desa yang kompeten dan unggul. Akan tetapi, 
program peningkatan kapasitas aparatur desa Karanganyar Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagaimana sumber di atas menunjukan prosesnya 
masih belum maksimal, karena masih minim dilakukan. 
Oleh karena itu harus ada evaluasi yang dilakukan terhadap agenda 
peningkatan kapasitas aparatur Desa Karanganyar. Maka berdasarkan uraian di 
atas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur desa 
di Desa Karanganyar? 
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala saat pelaksanaan peningkatan 
kapasitas aparatur desa? 
3. Bagaimana cara mengatasi masalah yang di hadapi pada saat 
pelaksananaan? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan serta rumusan masalah di 
atas, maka untuk dapat menghasilakn penelitian yang komprehensif, melalui 
penelitian ini  peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program peningkatan kapasitas 
aparatur desa di Desa Karanganyar. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi kendala 
pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur desa. 
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara mengatasi masalah yang 
dihadapi pada saat melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur desa. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai sumbangan paradigma ilmu pengetahuan khususnya 
dalam Ilmu Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
b. Untuk memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan 
penelitian yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
1. Bagi Pemerintah Desa Karanganyar, sebagai masukan dalam 
peningkatan program pemberdayaan masyarakat. 
2. Bagi NGO atau LSM, sebagai informasi atau pengetahuan untuk 
melakukan pengawasasan terhadap pemerintah Desa guna 
memberikan bahan masukan.  
3. Bagi Mahasiswa, sebagai penerapan ilmu yang didapatkan dalam 








A. Penelitian Terdahulu 
  Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang 
sekiranya memiliki hubungan yang sama erat dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Berikut di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang sejenis dengan 
penelitian ini: 












Teori dalam penelitian ini 
yaitu teori kesejahteraan, 
teori akses, teori 
kesadaran kritis, teori 
partisipasi dan teori 
control 
Metode dalam penelitian 
ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui 
wawancara 
Pemberdayaan yang 
ada di kantor 
tersebut  dinilai baik. 
Meskipun masih ada 
bebepa indikator 
pemberdayaan yang 





















kepedulian dan teori 
kemandirian 











Sumber : Jurnal Sosio Sains, Vol. 5 No. 2 (2019) dan Jurnal Penelitian Sosial, 
Vol. 3 No. 1 (2014) 
14 
 
B. Kerangka Teori 
1. Pengertian Evaluasi 
Evaluasi sendiri menurut Echols dan Shadily (2000) sudah menjadi 
kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan 
dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. 
Sementara menurut Soumelis (1998) Ia mengartikan evaluasi sebagai 
proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan 
hal pengamatan terhadap suatu obyek. 
Selain itu, Arikunto dan Cepi (2008: 2) menjelaskan bahwa 
Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 
bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 
menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. 
Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-
informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan 
kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. 
Selain itu, menurut Djaali dan Pudji (2008: 1), evaluasi dapat juga 
diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan 
yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan 
keputusan atas obyek yang dievaluasi”. 
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah 
dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk 
melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program 
15 
 
itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program 
tersebut 
2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 
Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, 
demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua 
tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum 
diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus 
lebih difokuskan pada masing-masing komponen. 
Sementara menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi 
evaluasi dibagi ke dalam empat komponen yaitu:  
1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.  
2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap 
prilaku hasil.  
3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.  
4) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang 
dilakukan.  
Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan 
bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan 





3. Teknik Evaluasi 
Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan 
akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk 
memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang 
valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan teknik tes dan teknik nontes (alternative test). 
Hisyam Zaini, dkk. dalam Qomari (2008 : 8), 
mengelompokkan tes sebagai berikut:  
a. Menurut bentuknya 
Secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif 
dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor 
secara objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes 
tidak berdasarkan pada penilaian (judgement) dari korektor tes. 
Tes bentuk ini menyediakan beberapa option untuk dipilih peserta 
tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes 
subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian 
(judgement) dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain: tes esai, 
lisan.  
b. Menurut ragamnya  
Tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas 
(restricted essay), dan tes esai bebas (extended essay). Butir tes 
objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tes 
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benar-salah (true-false), tes menjodohkan (matching), dan tes 
pilihan ganda (multiple choice). Teknik nontes dalam evaluasi 
banyak macamnya, beberapa di antaranya adalah: angket 
(questionaire), wawancara (interview), pengamatan (observation), 
skala bertingkat (rating scale), sosiometri, paper, portofolio, 
kehadiran (presence), penyajian (presentation), partisipasi 
(participation), riwayat hidup, dan sebagainya. 
4. Standar Evaluasi 
Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan 
tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), 
yaitu; 
a. Utility (manfaat)   
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk 
pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.   
b. Accuracy (akurat)  
Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat 
ketepatan tinggi.   
c. Feasibility (layak)   






5. Model Evaluasi 
Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan 
evaluasi (Umar, 2002 : 41-42), yaitu : 
a. Sistem assessment  
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau 
posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat 
menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen 
program yang tengah diselesaikan. 
b. Program planning   
Yaitu evalusi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam 
program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi  
kebutuhannya. 
c. Program implementation   
Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah 
diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang 
telah direncanakan. 
d. Program Improvement   
Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana 
program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana 
mengantisispasi masalah-masalah yang mungkin dapat 
mengganggu pelaksanaan kegiatan. 
e. Program Certification   
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Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau 
manfaat program. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model 
evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki 
persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang 
dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. 
6. Pendekatan-pendekatan Terhadap Evaluasi 
Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan 
tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal 
pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak 
semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan 
evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting. Menurut Salehudin 
(2009:5-7) ada beberapa pendekatan umum dalam melakukan evaluasi 
yaitu: 
a. Pendekatan pertama adalah objective-oriented approach.   
Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan 
program/proyek dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini 
membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/proyek yang 
bersangkutan. 
b. Pendekatan kedua adalah pendekatan three-dimensional cube atau 
Hammond’s evaluation approach.   
Pendekatan Hammond melihat dari tiga dimensi yaitu instruction 
(karakteristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi 
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program/proyek), institution (karakteristik individual peserta, 
instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan behavioral 
objective (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, 
meliputi tujuan kognitif, afektif dan psikomotor). 
c. Pendekatan ketiga adalah management-oriented approach.   
Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model CIPP: 
context-input-proses-product). Karena pendekatan ini melihat 
program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan program 
tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu 
ditingkatkan. 
d. Pendekatan keempat adalah goal-free evaluation.   
Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus 
kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus 
pada efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan 
dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini 
biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal. 
e. Pendekatan kelima adalah consumer-oriented approach.   
Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti 
software, buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen 
di ilmu Pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang 
digunakan sesuai dengan penggunanya, atau apakah diperlukan dan 
penting untuk program/proyek yang dituju. Selain itu, juga dievaluasi 
apakah materi yang dievaluasi di-follow-up dan cost effective. 
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f. Pendekatan keenam adalah expertise-oriented approach.   
Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau 
informal, dalam artian jadwal dispesifikasikan atau tidak 
dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau tidak 
dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau 
kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana 
evaluator secara subyektif menilai kegunaan suatu program/proyek, 
karena itu disebut subjective professional judgement. 
g. Pendekatan ketujuh adalah adversary-oriented approach.   
Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing 
menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang 
menentukan argumen evaluator mana yang diterima. Untuk 
melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, 
meminimalkan bias individu dan mempertahankan pandangan yang 
seimbang. 
h. Pendekatan terakhir adalah naturalistic & participatory approach.   
Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para stakeholder. Hasil 
dari evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini 
menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada 
standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini 





7. Kapasitas Aparatur Desa 
Menurut Brown dalam Soeprapto (2010:09) mendefinisikan 
“kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan 
seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan tujuan 
yang dicita-citakan”. Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran 
kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. 
Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), “kapasitas adalah 
kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, 
perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan 
setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih 
luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan 
pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. 
Selanjutnya Wardianto dalam Madiyono (2016:20) menyatakan 
bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang 
memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan 
program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik 
dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. 
Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), kapasitas dapat diukur 






Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas 
merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, 
keterampilan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu 
organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya 
secara efektif, efisien, serta berkelanjutan sesuai dengan aturan yang 
berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Kapasitas 
dapat di ukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan dan 
kemampuan. 
8. Kemampuan Aparatur Desa 
Istilah  "kemampuan"  mempunyai  banyak  makna,  Jhonson  
berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional  untuk  
mencapai  tujuan  yang  dipersyaratkan  sesuai  kondisi  yang diharapkan. 
Sementara itu, menurut Kartono  bahwa kemampuan adalah segala daya, 
kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang 
dianggap melebihi dari anggota biasa. Lebih lanjut, beberapa jenis 
kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana 
mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan 
tentang pekerjaan. 
Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, 
maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki 
suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan 




Sementara itu, menurut Steers dalam bahwa kemampuan aparatur 
pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat 
kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang 
diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman. Ada 3 jenis 
kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam 
melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang 
maksimal, yaitu: 
a. Kemampuan Teknis, adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan 
yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur   yang 
menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. 
b. Kemampuan Bersifat Manusiawi, adalah kemampuan untuk bekerja 
dalam kelompok suasana dimana organisasi meras aman dan bebas 
untuk menyampaikan masalah. 
c. Kemampuan Konseptual, adalah kemampuan untuk melihat gambar 
kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami 
di antara unsur-unsur itu. 
Menurut pengertian diatas, kemampuan teknis yang dimaksud 
adalah seorang di dalam organisasinya yang dalam hal ini berfokus pada 
aparatur desa harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang 
ada. Artinya bahwa seorang yang mempunyai kemampuan teknis yang 
meliputi prosedur kerja, metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang 
telah dinilai dapat meningkatkan hasil kerja sehingga lebih maksimal. 
Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang 
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dimiliki oleh seseorang dalam bekerja dengan team work atau kelompok 
kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi. 
Anggota organisasi yang dimaksud adalah perangkat desa yang 
merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan 
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting sekali karena jika 
menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Jadi 
kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di 
dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi 
faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik. 
Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan 
proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban 
pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, 
memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa 
warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. 
Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk 
melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi 
yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, 
sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada 
praktek good local governance, bukannya bad governance. 
9. Pemahaman Aparatur Desa 
Beberapa pengertian tentang pemahaman telah diungkapkan oleh 
para ahli, salah satunya menurut Winkel dan Mukhtar dalam Islami 
(2016:27), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap 
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makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 
menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang 
disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. 
Sementara Benjamin S. Bloom dalam Anas Islami (2016:27), 
mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan 
seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 
diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti 
tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 
10. Pengembangan Kapasitas 
Sedarmayanti (2010:163) mengatakan bahwa pelatihan dan 
pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan 
terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang 
dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan 
kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah 
pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap. 
Morison (2001:42) melihat capacity building sebagai suatu proses 
untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam 
individu kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat 
penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap 
perubahan lingkungan yang ada. 
Lebih lanjut Morison (2001:23) menjelaskan bahwa tujuan 
capacity building adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya 
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kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam 
hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi 
perubahan yang terjadi setiap waktu. 
Sementara Yuniarsih dan suwanto (2009:40) menyatakan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut 
mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka 
menengah dan jangka pendek. Sedangkan bagi karyawan, program 
pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan 
berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi 
kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk 
peran dan tanggung jawab yang akan datang. 
Selanjutnya Soeprapto dalam Madiyono (2016:21) mengemukakan 
pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan 
berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan: 
a. Tingkatan individu, contohnya keterampilan-keterampilan individu dan 
persayaratan persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan 
pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam 
organisasi-organisasi. 
b. Tingkatan oraganisasi, contohnya struktur organisasi–organisasi, proses 
pengambilan keputusan didalam organisasi, prosedur dan mekanisme-
mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-
hubungan dan jaringan organisasi. 
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c. Tingkatan system seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan 
pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung 
pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. 
Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe 
kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Arnold dalam 
Grindle (1997: 128), adalah: 
a. dimensi pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang profesional 
dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek 
langsung, kondisi  iklim kerja, dari rekruitmen. 
b. dimensi pengembangan organisasi, dengan fokus: tata manajemen 
untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan 
seperti : sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya 
organisasi, komunikasi, struktur manajerial. 
c. reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta 
makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, 
perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi. 
 
Sejalan dengan itu, Arnold dalam Grindle (1997: 1-28) menyatakan 
bahwa apabila capacity building menjadi serangkaian strategi yang 
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas, maka 
capacity building tersebut harus memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) 
pengembangan sumber daya manusia, (2) pengembangan organisasi, dan (3) 
reformasi kelembagaan. Dalam konteks pengembangan sumber daya 
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manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel 
yang profesional dan teknis. 
Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan 
(training), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja 
dan sistim rekruitmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan pengembangan 
organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistim manajemen untuk 
memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan 
pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata 
sistim insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi 
dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, 
perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistim dan institusi institusi yang 
ada, serta pengaruh struktur makro. 
Dalam konteks ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan 
perubahan aturan main dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan 
kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang 
dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani (Grindle, 
1997:19). 
Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan 
kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui konsep dari Gross 
(Sudrajat, 2005: 54), yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus 
dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan 
pembangunan adalah sebagai berikut: 
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1) Knowledge yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, 
pekerjaan dan organisasi, metode dan konsep administrasi, dan 
pengetahuan diri. 
2) Ability yang meliputi: manajemen, membuat keputusan, komunikasi, 
perencanaan, menggerakan/mengorganisir, evaluasi/controling, 
kerjasama dengan pihak lain, penanganan konflik, intuisi, dan 
pembelajaran. 
3) Interest yang meliputi:tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan 
norma dan etika. 
Sedangkan untuk melihat kemampuan pada level organisasi, dapat 
digunakan konsep Polidano (1999:21) yang diaanggap sangat cocok untuk 
diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat tiga elemen 
penting untuk mengukur kapasitas sektor publik, sebagai berikut: 
a. Policy capacity, yaitu kemampuan untuk membangun proses 
pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga 
pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi. 
b. Implementation authority, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan 
menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun 
masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa 
pelayanan umum benar benar diterima secara baik oleh masyarakat. 
c. Operational efficiency, yaitu kemampuan untuk memberikan 




10. Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur Desa 
Menurut Handoko (2006: 104) menyatakan pendidikan dan latihan 
mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk memperbaiki dan 
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat – sifat 
kepribadian. Menurut Hasibuan (2007: 76) metode pengembangan sumber 
daya manusia khususnya pengembangan melalui pendidikan dan latihan, 
pelaksanaannya antara suatu pemerintahan desa dengan pemerintahan desa 
lainnya adalah berbeda. Penerapan metode-metode ini tergantung kepada 
keadaan pemerintahan desa dan jumlah tenaga kerja. 
Sedangakan menurut Hasibuan (2007: 69) memberikan batasan 
sebagai berikut: pendidikan dan latihan adalah suatu usaha untuk 
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral aparatur 
desa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan 
latihan. 
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan 
pelatihan aparatur desa merupakan masalah penting dalam pemerintahan 
desa karena untuk mencapai tujuan – tujuan pemerintahan desa diperlukan 
tenaga – tenaga yang berkualitas dan terampil, hanya diperoleh melalui 
pendidikan dan pelatihan. Jadi jelaslah bahwa pendidikan aparatur desa 
dalam suatu pemerintahan desa merupakan upaya dalam meningkatkan 
keterampilan maupun pengetahuan aparatur desa, dimana aparatur desa 
dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode – metode 
pengembangan diri terdiri dari: 
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a. Metode latihan (training method) Menurut Hasibuan (2007: 77) 
Metode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan 
tergantung pada berbagi faktor yaitu waktu, biaya, jumlah, peserta, 
tingkat pendidikan dasar peserta dan latar belakang peserta metode ini 
diberikan kepada aparatur desa operasional. 
b. Metode pendidikan (education method) Metode pendidikan dalam arti 
sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer 
memimpin paraa bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang 
efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengerucutkan bahwa proses 
pengembangan SDM yang nantinya akan menunjukkan proses 
peningkatan kemampuan dari aparatur pemerintahan adalah ada pada 
proses ketrampilan, pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa. 
11. Aparatur Desa 
Aparatur menurut Soerwono Handayaningrat (1982) adalah segala 
aspek    administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau 
pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 
Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah 
administrasi organisasi dan kepegawaian. Sedangkan menurut (Widjaja: 
1995) pengertian aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ 
pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang 
berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang 
dibebankan oleh negara kepadanya.) 
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Jadi menurut pengertian diatas adalah aparatur segala aspek 
penyelenggara administrasi baik dalam organisasi dan kepegawaian yang 
bertugas dan berkewajiban segala tugas dan tanggung jawab yang 
dibebankan negara kepadanya. 
Sedangkan menurut UU NO 6 tahun 2014 tentang Desa yang 
dimaksud dengan aparatur desa adalah para birokrat desa (sekretaris desa 
hingga kepala-kepala urusan) disebut sebagai Perangkat Desa yang 
bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administrasi di 
dalamnya. 
12. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
Evaluasi pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang 
dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah 
program, atau upaya dalam meningkatkan keterampilan maupun 
pengetahuan aparatur desa, guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
dengan didasarkan pada kemampuan seseorang, keterampilan dan 
pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem 
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, serta 
berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan 
bersama dalam pembangunan yang ditinjau melalui: 
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a) Policy capacity, yaitu kemampuan untuk membangun proses 
pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga 
pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.  
b) Implementation authority, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan 
menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun 
masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa 
pelayanan umum benar benar diterima secara baik oleh masyarakat.  
c) Operational efficiency, yaitu kemampuan untuk memberikan 
pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas 
yang memadai. 
C. Definisi Konsepsioanl 
Menurut Masri Srirangimbun (1985) yang di maksud dengan konsep 
adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh 
para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami atau 
dengan kata lain bahwa konsep adalah generalisasi dan sekelompok fenomena 
tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. 
Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstrak 
dari hal-hal yang perlu mengamati sehingga akan mudah dipahami. Dalam 
definisi konsepsional ini peneliti uraikan sebagai berikut: 
1. Evaluasi adalah, sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat 
sejauh mana keberhasilan sebuah program.  
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa adalah usaha mengurangi atau 
menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan 
35 
 
yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan 
kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah 
pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap. 
3. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa adalah, sebuah 
proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana 
keberhasilan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan 
antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi 
D. Pokok Penelitian  
Pokok- pokok penelitian merupakan suatu langkah penelitian, dimana 
peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-
indikator yang lebih rinci. Pokok penelitian yang dimaksud yaitu : 
1. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dapat diukur 
dengan indikator: 
a) Pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan 
kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, 
kondisi iklim kerja, dari rekruitmen. 
b) Pengembangan Organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk 
meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti : 
sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya 
organisasi, komunikasi, struktur manajerial    
c) Reformasi Kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta 
makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, 
perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.   
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2. Kapasitas Aparatur Desa dapat diukur dengan indikator: 
a) Policy capacity, yaitu kemampuan untuk membangun proses 
pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, 
dan memberikan analisis terhadap keputusan. 
b) Implementation authority, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan 
menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat 
secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum 
benar benar diterima secara baik oleh masyarakat. 
c) Operational efficiency, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 
umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai. 
E. Alur Pikir Penelitian 
Evaluasi program peningkatan kapasitas aparatur desa  diartikan sebagai 
pandangan atau penilaian sesuatu kegiatan yang berupa fakta dan juga data, terkait 
dengan proses peningkatan kapasitas aparatur desa serta hasil atau kapasitas yang 
dimiliki. Dengan begitu, berikut di bawah ini merupakan bagan alur pikir 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (Moloeng 2007:4), 
“penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 
dari fenomena yang terjadi”. 
Sementara menurut Sukmadinata (Sukmadinata 2007:60) penelitian 
kualitatif adalah “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 
pemikiran orang secara individu maupun kelompok”. 
Sugiyono (Sugiyono 2018:7-8) mengatakan bahwa metode penelitian 
kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, 
dinamakan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses 
penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode 
interpretive karena data hasil penelitian berkenan dengan interpretasi terhadap 
data yang ditemukan di lapangan. 
Sehingga menurut Sugiyono (Sugiyono 2018:9) yang dimaksud dengan 
penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
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postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi. 
Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa alasan 
peneliti menggunakan metode kualitatif karena proses penelitian yang akan 
dilakukan lebih menekankan pada data-data yang bersifat lisan, sehingga metode 
kualititaif menjadi sangat relevan sebagai metode untuk melakukan interpretasi 
terhadap hasil penelitian. 
B. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Metode deskriptif digunakan mengingat dalam proses penelitian akan 
lebih banyak melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian.  
Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir (Nazir 1988:63) yang dimaksud 
dengan metode deskriptif merupakan “suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif 
ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 




Sementara menurut Sugiyono (Sugiyono 2018:19) metode deskriptif 
diartikan sebagai “suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 
kesimpulan yang lebih luas”. 
Dari uraian definisi di atas semakin memperkuat bahwa metode deskriptif 
menjadi satu metode yang relevan dalam penelitian ini untuk mengurai hasil-hasil 
penelitian yang lebih mengedepankan pengungkapan makna. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Menurut Azwar (Azwar 2004:91) yang dimaksud dengan data 
primer adalah “data yang diperoleh secara langsung, seperti hasil 
wawancara dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran 
atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 
informasi yang dicari 
2. Data Sekunder 
Menurut Silalahi (Silalahi 2003:57) yang dimaksud dengan 
data sekunder yaitu “data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 
orang lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan 




D. Informan Penelitian 
Menurut Spradley dalam Sugiyono (Sugiyono 2018:215), dalam penelitian 
kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan sebagai “social 
situation” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku 
(actors), dan aktivitas (aktivity) yang berinteraksi secara sinergis. 
Merujuk pada keterangan di atas, dalam penelitian ini tentu yang 
dimaksud dengan tempat (place) adalah Pemerintah Desa Karanganyar 
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, kemudian yang dimkasud dengan 
pelaku (actors) adalah Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat, selanjutnya yang 
dimaksud dengan aktivitas (activity) adalah Program Pemberdayaan Masyarakat 
di Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara Mendalam 
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (Sugiyono 2018:231) 
“wawancara merupakan pertemuan duan orang untuk bertukar informasi 
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu”. 
Sedangkan menurut Stainback dalam Sugiyono (Sugiyono 
2018:232) menjelaskan “dengan wawancara maka peneliti akan 
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
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menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 
tidak bisa ditemukan melalui observasi”. 
2. Study Dokumen 
Sugiyono (Sugiyono 2018:240) mengemukakan bahwa “dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian kualitatif. 
F. Teknik Analisis Data 
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono 2018:246) 
mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh”. 
Menurut  Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono 2018:246-252) 
ada aktivitas dalam analisis data, aktivitas tersebut yaitu : 
a. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga segera dapat 
dilakukan analisis data melalui reduksi data artinya merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan polanya. 
b. Penyajian Data 
Setelah direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data. Yaitu 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart dan sejenisnya. 
c. Verifikasi  
Langkah terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
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sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Sebaliknya bila kesimpulan tersebut di dukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan 




























DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal 
Desa Karanganyar merupakan lembaga pemerintah terkecil dan memiliki 
hak mengatur wilayahnya lebih terbatas yang unsur pemerintahannya 
berhubungan langsung dengan masyarakat dipimpin oleh Kepala Desa. Desa 
Karanganyar berada di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.  
Luas wilayah Desa Karanganyar 216,0900 Ha dengan batas-batas : 
 Sebelah Utara  : Desa Kertaharja Kecamatan Pagerbarang 
 Sebelah Selatan : Desa Srengseng Kecamatan Pagerbarang 
 Sebelah Timur : Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang 
 Sebelah Barat  : Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom 
 Desa Karanganyar permukimannya berupa persawahan maka dari itu 
mayoritas pencaharian penduduknya petani, sementara jumlah penduduk di Desa 
Karanganyar sebanyak 6.654 jiwa dengan total penduduk laki-laki 3.413 dan 
3.503  penduduk perempuan. (Source: Dokumen Profil Desa) 
1. Daftar Kepala Desa Karanganyar dari pertama sampai sekarang 
(Source: Dokumen Profil Desa)  
Nama Kepala Desa di Desa Karanganyar: 
a. Bapak H. Abdul Manan (menjabat di tahun 1951-1971) 
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b. Bapak Sukarmen (menjabat di tahun 1971-1974 
c. Bapak Sakrib (menjabat di tahun 1974-1990) 
d. Bapak Syaiful Bahri (menjabat di tahun 1990-1998) 
e. Bapak Khaedoni (menjabat di tahun 1999-2014) 
f. Bapak H. Carim (menjabat ditahun 2014-2018) 
g. Bapak H. Fardikhsan (menjabat di tahun 2018-sekarang) 
2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Dalam hal susunan organisasi di Pemerintah Desa berserta tugas dan 
fungsinya, disusun berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Maka, 
berdasarkan peraturan tersebut, berikut susunan organisasi Desa Karanganyar 
berserta tugas dan fungsinya:  
Susunan Organisasi yang telah disusun masing-masing terdapat tugas, 
fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab setiap sektor. 
Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Desa berikut 
fungsi, tugas dan wewenang yang ada dalam Susunan Organisasi Desa 
Karanganyar : 
a. Kepala Desa 
Tugas dan Fungsi: 
1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 
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2. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi 
sebagai berikut: 
a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan Perdes, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketenraman dan ketertiban, melakukan 
upaya perlindungan masyarakat, adminduk, dan penataan 
pengelolaan wilayah 
b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan  
c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan 
d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga 
dan karang taruna 
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya 
b. Sekretaris Desa 
Tugas dan Fungsi: 
1) Sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam 
bidang administrasi pemerintahan 
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2) Untuk melaksanakan tugas, sekretaris  desa mempunyai  fungsi: 
a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi 
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan 
kantor, penyiapan rapat, pengadmiistrasian aset, inventarisasi, 
perjalanan dinas dan pelayanan umum 
c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi 
penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga-
lembaga lainnya 
d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
c. Kepala Urusan (Kaur) 
Tugas dan Fungsi 
1) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan 






2)  Untuk melaksanakan urusan, kepala urusan memiliki fungsi 
a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan ketatausahaan naskah, administrasi surat 
menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum 
b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 
urusan keuangan dan administrasi keuangan, adminsitrasi 
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 
administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, 
perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya 
c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan 
urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes, 
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan 
laporan 
d. Kepala Seksi (Kasi) 
Tugas dan Fungsi: 
1) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 
operasional 
2) Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi memiliki fungsi: 
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a) Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 
serta pendataan dan pengelolaan profil desa. 
b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang 
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi 
masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna 
c) Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi 
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 
keagamaan dan ketenagakerjaan 
e. Kepala Kewilayahan 
Tugas dan Fungsi: 
1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur 
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam 
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya 
2) Untuk melaksanakan tugas, kepala kewilayahan memiliki fungsi: 
50 
 
a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan 
serta pengelolaan wilayah 
b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya 
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungannya 
d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 




Kantor Desa Karanganyar 
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 































B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Karanganyar 
1. Pendidikan 
Di desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, sampai 
dengan tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 6.916 jiwa dengan rata-rata 
pendidikan masyarakatnya adalah SD/Sederajat sebanyak 1.245 jiwa dan yang 
tidak tamat SD/Sederajat sebanyak 1.209 jiwa, sementara penduduk yang 
menempuh pendidikan tinggi seperti Diploma dan Sarjana sebanyak 51 jiwa. 
Sedangkan sarana lembaga pendidikan yang ada untuk SD/Sederajat sebanyak 2 
dan SMP/Sederajat sebanyak 1. Berikut di bawah ini tabel tingkat pendidikan 
penduduk Desa Karanganyar. 
Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karanganyar 
No. Sekolah Jumlah 
1. Tidak Tamat SD/Sederajat 1.209 
2. Sedang Bersekolah SD/Sederajat 748 
3. Tamat SD/Sederajat 1.245 
4. Sedang Bersekolah SMP/Sederajat 218 
5. Tamat SMP/Sederajat  422 
6. Sedang SMA/Sederajat 158 
7. Tidak Tamat SMP/Sederajat 411 
8. Tidak Tamat SMA/Sederajat 418 
9. Diploma 32 
10. Sarjana 19 
Jumlah Total 4.880 
Sumber: Dokumen Profil Desa 
Jika merujuk pada di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk 
Desa Karanganyar masih sangat rendah. Dari total penduduk 6.916 sekitar 17,5% 
tidak sampai lulus SD, dan sekitar 18% hanya tamatan SD. Artinya, sebagian 
besar penduduk Desa Karanganyar memiliki latar belakang pendidikan hanya 




Kondisi kesehatan di Desa Karanganyar sampai dengan tahun 2020 
terdapat 61 orang yang sakit, sementara terdapat ibu yang sedang mengandung 
sebanyak 89 jiwa, dan balita sebanyak 646 dimana sebanyak 2 balita mengalami 
gizi buruk, 23 balita bergizi kurang, 37 balita bergizi lebih serta 584 balita bergizi 
baik. Berikut adalah tabel kesehatan di Desa Karanganyar tahun 2020: 
Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan 
No. Keterangan Jumlah 
1. Posyandu 5 
2. Dukun Bersalin 2 
3. Bidan 4 
4. Puskesmas Pembantu 1 
5. Balai Pengobatan 1 
Sumber: Dokumen Profil Desa 
Apabila melihat data terkait sarana dan prasarana kesehatan Desa 
Karanganyar sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan untuk rasion tenaga 
kesehatan khususnya Bidan masih cukup rendah. Dengan total penduduk 
sebanyak 6.916 tentu 4 bidan yang ada di Desa tidak akan mampu melayani 
secara maksimal. Walaupun, dengan adanya Balai Pengobatan hal tersebut bisa 
disimpulkan cukup membantu karena di Balai Pengobatan pasti tersedia tenaga 
kesehatan. 
3. Ekonomi 
Rata-rata mata pencaharian penduduk Desa Karanganyar mayoritas 
sebagai buruh, petani, usaha sendiri dan selebihnya beragam. Dimana rata-rata 
pendapatan penduduk Desa Karanganyar per bulan sejumlah Rp1.200.000/KK 
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dengan beban 5 anggota keluarga setiap KK. Berikut adalah tabel kondisi 
ekonomi Desa Karanganyar: 
Tabel Mata Pencaharian Penduduk 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1. Usaha Sendiri 271 
2. Petani 567 
3. Buruh 2.093 
4. Pegawai Negeri Sipil 12 
5. Tidak Tetap 889 
Sumber: Dokumen Profil Desa 
 
Dengan merujuk data mata pencaharian penduduk Desa Karanganyar pada 
tabel di atas, dapat disimpulkan perekonomian penduduk Desa Karanganyar 
sangat bertumpu pada sektor buruh. Karena dari total 6.916 jiwa penduduk, 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Karanganyar Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019. Penulis memilih informan tidak pada 
besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang 
yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar 
tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi 
pembaca. 
Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
program peningkatan kapasitas aparatur Desa Karanganyar. Kemudian juga untuk 
mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan. Dan yang 
terakhir untuk mendeskripsikan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi 
pada saat pelaksanaan.  
Sementara Pokok-pokok penelitian mengenai Evaluasi Pemberdayaan 
Masyarakat Di Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 
Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut: 
1. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dapat diukur 
dengan indikator: 
a. Pengembangan SDM 
b. Pengembangan Organisasi 
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c. Reformasi Kelembagaan 
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dapat diukur dengan indikator: 
a. Policy capacity  
b. Implementation authority  
c. Operational efficiency 
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Brebes Tahun 2019. Adapun 
informan mencakup: 
1. Sekretaris Desa Karanganyar 
 Bapak Rokhmat 
2. Ketua BPD Desa Karanganyar 
 Bapak Jamaludin 
Sementara sebagai salah satu metode verifikasi, penulis memilih dua 
informan dari unsur masyarakat yang diwawancarai yaitu: 
1. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Desa Karanganyar 
 Bapak Juradi 
2. Sekretaris Karang Taruna Desa Karanganyar 




A. Hasil Penelitian 
1. Indikator Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
Evaluasi yang dilakukan terhadap program peningkatan kapasitas 
aparatur desa di Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 
Tegal ditinjau berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut: 
a) Pengembangan SDM 
Pengembangan SDM yang dimaksud dalam hal ini fokus pada 
personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan 
seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dari rekruitmen, 
berdasarkan pengertian tersebut, berikut pertanyaan yang diajukan: 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa, apakah ada agenda rutin yang 
dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas 
perangkat desa? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk agenda rutin yang dilakukan secara langsung oleh Pemdes 
belum ada di tahun 2019 hanya ada satu kegiatan, artinya tidak setiap 
tahun dilakukan. Tapi kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun 
melalui kerjasama antar desa di lingkup kecamatan melalui forum 
koordinasi antar desa dimana agenda pelatihannya meliputi: Bimtek 
Penyusunan RKPDes, Bimtek Sistem Informasi Desa, dan materi-materi 





Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Jenisnya itu seperti Bimtek biasanya, dan memang rutin 
dilaksanakan bersama-sama dengan Desa lain. Kalau BPD bahkan 
melalui forum tersendiri ada namanya forum komunikasi BPD dari 
Kabupaten sampai Kecamatan”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Harusnya memang ada dan rutin dilakukan karena itu sangat 
penting untuk meningkatkan kemampuan aparat sehingga dapat optimal 
dalam memberikan pelayanan”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya sepakat, kegiatan peningkatan kapasitas tentu harus 
menjadi agenda wajib dan rutin dilakukan agar perangkat desa semakin 
paham tugas dan fungsinya”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan 
bahwa selama tahun 2019 Pemerintah Desa Karanganyar hanya satu kali 
melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur, sementara 
harapan masyarakat agenda seperti itu bisa dilakukan secara rutin untuk 
menciptakan perangkat desa yang kompeten 
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa, untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang optimal tentu harus di imbangi dengan 
tenaga yang kompeten, oleh karenanya apakah setiap agenda 
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peningkatan kapasitas secara merata seluruh perangkat yang ada 
dilibatkan? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya seluruh perangkat yang ada terlibat, walaupun tidak 
dalam satu waktu karena menyesuaikan agenda atau isi materinya dan 
disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Iya pasi terlibat semua, karena itu berkaitan dengan peningkatan 
kapasitas seluruh aparatur sehingga tidak mungkin hanya satu orang saja 
yang ikut”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Bagusnya memang melibatkan semua, terkhusus perangkat desa 
yang memang berkaitan langsung dengan agenda pelatihannya”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Yang jelas bagi kami memang harus semua unsur perangkat di 
ikut sertakan dalam agenda peningkatan kapasitas”. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
peran dalam setiap agenda peningkatan kapasitas aparatur, setiap 
perangkat dilibatkan sesuai dengan materi peningkatan kapasitas yang ada, 
begitu juga dengan harapan masyarakat untuk selalu melibatkan seluruh 
perangkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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3. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur pada tahun 2019, agenda atau 
materi apa saja yang disampaikan? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk agenda tahun 2019 kemarin, program peningkatan 
kapasitas aparatur berfokus pada penyusunan profil Desa dan pembuatan 
RPJMDes mengingat di tahun 2020 dilaksanakan Pilkades sehingga harus 
ada penyesuaian”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Yang saya tahu, waktu itu materi dalam pelatihan tersebut 
membahas terkait RPJMDes”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya kurang begitu tahu materi apa saja yang dibahas dalam 
agenda tersebut”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya pribadi kurang begitu memahami, apalagi tahun 2019 saya 
belum terlibat di Karang Taruna”. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
agenda peningkatan Kapasitas Aparatur Desa pada tahun 2019 berfokus 




Dari seluruh hasil wawancara di atas, dapat ditarik satu kesimpulan 
bahwa sesungguhnya program peningkatan kapasitas aparatur desa selama 
tahun 2019 sudah cukup optimal dengan dilakukannya pelatihan 
penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagai bentuk dari transisi 
kepemimpinan agar sesuai dengan kondisi yang ada. 
b) Pengembangan Organisasi 
Pengembangan organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah 
berfokus pada  tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran 
dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti : sistem insentif, perlengkapan 
personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur 
manajerial, berdasarkan pengertian tersebut, berikut pertanyaan yang 
diajukan: 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur, apa saja hak yang diperoleh 
perangkat desa? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Tentunya hak-hak yang diperoleh perangkat dari Kades sampai 
ke Kasi yang pertama adalah Siltap karena itu amanat dari UU Desa, 
selain itu di Karanganyar juga ada insentif bagi perangkat yang diambil 
dari Bengkok, dan tunjangan-tunjangan lainnya”. 




“Kalau di dalam aturan, memang tidak disebutkan secara tegas 
Bengkok ini boleh dijadikan insentif atau tidak, sehingga kebijakan ini 
dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan BPD dan 
masyarakat”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Yang saya tahu tentu saja ada penghasilan tetap atau Siltap, 
kemudian juga ada tanah bengkok yang digarap perangkat. Walaupun 
setahu kami seharusnya tanah bengkok tidak boleh lagi digarap sendiri 
tetapi faktanya hal itu sulit untuk dicari jalan keluarnya. Kalau BPD 
sendiri ada insentif yang diberikan setiap tiga bulan sekali dimana per 
bulannya sejumlah Rp200.000”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalau perangkat desa setahu saya ada gaji dan tunjangan dari 
bengkok, sementara untuk BPD itu gaji per tiga bulan sekali kalau tidak 
salah”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Untuk hak-hak yang diperoleh tentu saja yang pertama 
penghasilan tetap melalui gaji bulanan, kemudian ada juga hak untuk 
mengelola tanah bengkok”. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
hak-hak yang diperoleh perangkat Desa berupa gaji pokok atau 
penghasilan tetap setiap bulan, dan hak atas pengelolaan tanah bengkok 
juga masih dijadikan sebagai insentif. Sementara untuk BPD ada hak 
memperoleh insentif setiap tiga bulan sekali. 
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2. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa, apakah Susunan Organisasi 
Tata Kerja (SOTK) yang ada disesuaikan dengan kebutuhan? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya iya, karena itu sangat penting bagi keberlangsungan 
tata pemerintahan desa serta fungsi pelayanan publik di desa selain tetap 
berpedoman pada aturan yang ada”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Tentunya yang saya pahami dan ketahui memang susunan 
struktur organisasi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan”. 
Merujuk pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
upaya pengembangan organisasi dilakukan melalui struktur manajerial 
yang diwujudkan dengan SOTK. 
3. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur, apakah seluruh perangkat selalu 
melaksanakan tugasnya? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya begitu, karena itu sudah menjadi kewajiban setiap 
perangkat untuk menjalankan tugasnya”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
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“Ini memang harus diawasi, terkadang masih ada perangkat yang 
tidak berangkat ke kantor dan itu berdampak terhadap pelayanan bagi 
masyarakat. Alasannya ada tugas di luar, tetapi lebih sering itu hanya 
sebatas alasan karena perangkat tersebut ternyata ada di rumah”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Yang saya tahu, kadang-kadang berangkat ke kantor saja siang 
bahkan tidak berangkat.”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Sepertinya masih belum maksimal, karena setiap hari pasti ada 
saja perangkat yang tidak masuk”. 
Mengacu pada hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan organisasi pemerintah desa Karanganyar tahun 2019 masih 
belum berjalan optimal, karena masih terdapat aparatur desa yang belum 
bertanggung jawab terhadap kewajibannya. 
Berdasarkan seluruh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 
program peningkatan kapasitas aparatur desa tahun 2019 khususnya terkait 
upaya pengembangan organisasi belum berdampak secara signifikan 
terhadap kualitas aparatur. 
c) Reformasi Kelembagaan 
Yang dimaksud dengan reformasi kelembagaan dalam hal ini 
adalah fokus pada kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan 
tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan 
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regulasi, dan reformasi konstitusi., berdasarkan pengertian tersebut, 
berikut pertanyaan yang diajukan: 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa, sudah ada berapa Peraturan 
Desa yang dihasilkan selama tahun 2019? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Selama tahun 2019 ada sekitar 3 Perdes yang dibahas dan 
ditetapkan bersama BPD”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Kalau rancangannya seingat saya ada 3 dan itu usulan dari BPD 
semua, tetapi hanya 1 yang sudah ditetapkan yakni Perdes tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Saya sendiri tidak tahu, karena tidak pernah mendapat 
penjelasan berapa dan apa saja perdes yang ada”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kami kurang begitu tahu, karena rasanya tidak pernah mendapat 
undangan untuk pembahasan Perdes”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 




2. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa, dalam penyusunan kebijakan 
apakah melibatkan masyarakat? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya begitu, seiap rumusan kebijakan dibahas melalui 
musyawarah rencana pembangunan yang tentunya menghadirkan seluruh 
lapisan masyarakat”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Iya setiap kali Musrenbang pasti masyarakat dilibatkan, dan 
usulan juga banyak dari masyarakat”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalau dari kelompok kami sendiri sih belum pernah terlibat 
dalam Musrenbangdes”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Iya setiap kali Musrenbangdes kami diundang, tetapi biasanya 
jarang bisa mengusulkan”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan sudah dilakukan, 
hanya saja masyarakat masih mengeluh perihal minimnya kesempatan 
untuk menyampaikan usulan. 
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3. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa, apakah ada suatu sistem yang 
mengakomodir usulan dari masyarakat selain Musrenbangdes? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Sejauh ini hanya melalui Musrenbangdes, karena menurut kami 
hal itu paling efektif”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Memang seharusnya ada mekanisme lain, ini bisa nanti coba 
kami sampaikan ke Pemdes. Karena sejauh ini hanya melalui 
Musrenbangdes”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Setahu saya hanya melalui Musrenbangdes walaupun saya belum 
pernah terlibat, makannya memang dibutuhkan sistem lain supaya warga 
yang tidak diundang juga dapat mengusulkan”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kami kurang begitu paham mekanismenya bagaimana dan 
seperti apa karena memang jarang sekali mendapatkan informasi itu”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 




Mengacu pada seluruh hasil wawancara dengan informan dapat 
disimpulkan bahwa program peningkatan kapasitas aparatur desa tahun 
2019 di Desa Karanganyar belum mampu menciptakan reformasi 
kelembagaan. Mengingat masih minimnya regulasi yang ditetapkan, serta 
kurangnya inovasi untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. 
2. Indikator Kapasitas Aparatur Desa 
a) Policy Capacity 
Yang dimaksud dengan policy capacity dalam hal ini adalah 
kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, 
mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis 
terhadap keputusan, berdasarkan pengertian tersebut, berikut pertanyaan 
yang diajukan: 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur, apakah setiap pengambilan 
kebijakan dibahas bersama dengan BPD atau lembaga lain? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Tentunya iya, apalagi dengan BPD kan setiap kebijakan yang 
ada harus diketahui BPD selaku pengawas”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Secara umum tentu saja iya dibahas bersama, walaupun 
terkadang hanya formalitas saja dan pasti BPD melakukan complain”. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme pengambilan kebijakan belum sungguh-sungguh dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang ada. 
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas aparatur, apakah program yang disusun 
mengakomodir kebutuhan masyarakat dan melibatkan 
masyarakat? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya iya, 80% masyarakat itu terlibat dalam pelaksanaan 
bahkan usulan yang ditampung dan disahkan pun sekitar 50% adalah 
usulan masyarakat”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Kebutuhan masyarakat itu menjadi prioritas dalam penyusunan 
kebijakan, jadi tentunya itu dilakukan hanya saja memang untuk 
pelaksanaan belum semua masyarakat terlibat karena masih banyak 
complain terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Sepertinya tidak ada, program yang kami usulkan saja belum 
pernah terealisasi padahal itu menurut kami sangat penting”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
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“Yang kami ketahui belum ada pemberdayaan pada sektor 
pendidikan, selama ini paling hanya sebatas pelatihan-pelatihan dan itu 
pun kami jarang terlibat”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan yang disusun belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan 
masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan. 
Mengacu pada seluruh hasil wawancara, dapat disimpulkan selama 
tahun 2019 program peningkatan kapasitas aparatur di Desa Karanganyar 
belum menghasilkan sesuatu yang signifikan terkait dengan kapasitas 
pengambilan kebijakan. 
b) Implementation Authority 
Yang dimaksud dengan Implementation authority dalam hal ini 
adalah kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik 
terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan 
untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar benar diterima secara baik 
oleh masyarakat., berdasarkan pengertian tersebut, berikut pertanyaan 
yang diajukan: 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat, apakah akses terhadap layanan dasar 
masyarakat sudah setara dan mudah dijangkau? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
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“Kalau setara sih kami selalu berusaha agar seluruh 
pembangunan dapat setara bagi masyarakat, tetapi mengenai mudah 
dijangkau atau tidak itu tergantung dari pemahaman warganya sendiri. 
Seperti Bansos kemarin misalnya, kadang-kadang masyarakat belum tahu 
informasinya tapi sudah komentar negatif”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Tentunya setara dan mudah dijangkau, karena seluruh 
pembangunan tersebut kan untuk masyarakat”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalau memang setara harusnya usulan dari kami bisa 
dilaksanakan, nyatanya tidak. Kalau mudah dijangkau, harusnya ketika 
kami menagih ada tanggapan tapi nyatanya tidak ada”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Bagi kami sih belum setara dan belum mudah dijangkau, karena 
ya itu tadi banyak usulan dari kami pun yang tidak dijalankan”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemberdayaan masyarakat selama tahun 2017-2019 di Desa Karanganyar 
masih menciptakan Gap di masyarakat. Sehingga masyarakat masih 
kesulitan untuk menjangkau akses terhadap layanan yang ada, hal ini 
disebabkan salah satunya karena minim informasi yang didapat 
masyarakat. 
Selanjutnya, agar dapat mengetahui secara lebih dalam apakah 
akses terhadap permodalan semakin mudah dijangkau, pertanyaan yang 
diajukan kepada informan adalah sebagai berikut: 
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2. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat, apakah jangkauan terhadap akses 
terhadap layanan publik semakin mudah diakses oleh masyarakat? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Upaya untuk memberikan kemudahan terhadap layanan publik 
bagi masyarakat sampai sekarang masih kami lakukan, kendalanya ada 
pada besaran pendapatan kita yang masih minim sehingga masih belum 
terwujud bantuan modal kepada masyarakat tapi tetap akan kami berikan 
yang terbaik”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Untuk akses permodalan memang masih menjadi masalah di desa 
Karanganyar, karena Bumdes belum berjalan maksimal sementara 
APBDes juga tidak besar jadi sampai sekarang bantuan permodalan 
masih susah”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Tidak ada bantuan modal, kalau ada tentu saja kami sebagai 
pedagang sangat terbantu. Selama ini ya kami minjam di Bank”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Sejauh ini belum pernah ada, dulu sempat direncanakan melalui 
Bumdesa tapi belum berjalan juga sampai sekarang”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan program 
peningkatan kapasitas aparatur desa tahun belum mewujudkan akses 
layanan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Desa 
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masih terfokus pada APBDes, padahal soal akses layanan publik tidak 
hanya sebatas pada APBDes yang ada tetapi juga informasi bagaimana 
layanan publik bisa didapatkan itu bagian dari akses layanan.  
3. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat, apakah pasca dilaksanakannya 
program, masyarakat menjadi semakin memahami dan mengetahui 
kebijakan-kebijakan yang ada? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Beberapa kelompok masyarakat yang pernah mengikuti 
pemberdayaan terlihat mereka sudah semakin mandiri terbukti sekarang 
mereka bisa melaksanakan kegiatan sendiri seperti temen-temen pemuda 
misalnya, mereka sekarang aktif melakukan daur ulang sampah. Itu 
karena dulu pernah kita latih”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Yang jelas ada perbedaan, kalau sudah mandiri atau belum saya 
tidak berani menilai karena itu masyarakat sendiri yang merasakan”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalau soal mandiri dari dulu kami sudah mandiri, tapi bukan 
karena program dari Pemerintah Desa. Apa-apa kami selalu lakukan 
secara mandiri”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
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“Menurut saya belum mandiri, karena nyatanya masih banyak 
masyarakat yang kebingungan ketika menghadapi masalah. Terus 
mengenai agenda daur ulang sampah dari pemuda, itu dulu pelatihannya 
bukan dari desa tapi dari LH Kabupaten dan sampai sekarang juga masih 
jalan ditempat belum ada efek karena kami kekurangan alat”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat sama sekali belum mengetahui, walaupun ada satu agenda 
pemberdayaan yang memiliki efek bagi pemuda khususnya, namun proses 
tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan 
Hidup, dan hasilnya pun belum memiliki efek signifikan. 
c) Operational efficiency 
Yang dimaksud Operational efficiency dalam hal ini adalah 
kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, 
serta dengan tingkat kualitas yang memadai, berdasarkan pengertian 
tersebut, berikut pertanyaan yang diajukan: 
1. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat, apakah tersedia ruang untuk 
masyarakat berpendapat? 
Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Tentu saja ada, apalagi di forum-forum resmi pasti setiap orang 
selalu diberikan kesempatan berpendapat. Kalau ruang khusus untuk 
menyampaikan pendapat sih belum ada karena kan perangkat desa juga 




Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Pastinya ada, saya sendiri bahkan sering menerima aspirasi dari 
masyarakat kemudian saya teruskan ke Pemdes”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Menurut saya belum leluasa untuk menyampaikan pendapat, 
apalagi kalau pendapatnya berbeda bisa dicap sebagai provokator 
biasanya, itu menurut orang-orang yang pernah melakukan”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Menurut kami tidak ada ruang untuk berpendapat, ketika 
musyawarh pun hanya sebatas dimintai kesepakatan. Bahkan masyarakat 
Karanganyar lebih nyaman menyampaikan pendapatnya di Group 
Facebook, ketika viral biasanya Pemdes memberikan respon”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
ruang berpendapat masih sangat minim, sehingga masyarakat berinisiatif 
menggunakan Facebook sebagai alternative berpendapat. Apalagi 
Pemerintah Desa tidak menyediakan layanan pengaduan yang resmi 
dikelola Pemdes, sehingga hal tersebut semakin menyulitkan masyarakat 
untuk menyampaikan kebutuhannya. Padahal substansi pemberdayaan 
salah satunya menjadikan masyarakat semakin berpartisipasi, berpendapat 
adalah bagian partisipasi. 
2. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat, apakah masyarakat selalu terlibat 
dalam setiap proses perencanaan kebijakan? 
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Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Pastinya dilibatkan, iya di dalam forum-forum resmi itu lah 
masyarakat terlibat”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Jelas terlibat, kan tidak mungkin satu pembangunan itu dilakukan 
tanpa aspirasi dari masyarakat”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Jawaban saya kira-kira sama seperti tadi, saya tidak pernah 
merasa diundang bagaimana mau terlibat”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Kalau terlibat selalu hadir iya, tapi kan perwakilan. Itu pun tidak 
bisa menyuarakan pendapat, jadi menurut saya belum terlibat”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
minim sekali keterlibatan warga dalam setiap proses pengambilan 
kebijakan. Keterlibatan hanya diartikan sebatas kehadiran, padahal tidak 
hanya itu yang dimaksud terlibat. Masyarakat bisa dengan mudah 
memberikan ide dan masukannya tanpa di intervensi oleh siapapun itu 
esensi keterlibatan. 
3. Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat, apakah masyarakat terlibat dalam 
setiap realisasi kebijakan yang menyangkut dirinya? 
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Menurut Bapak Rokhmat (Sekdes Karanganyar) pada tanggal 26 
Desember 2020 mengatakan: 
“Kalau saat realisasi tentu masyarakat tidak terlibat, karena itu 
kan kewenangannya Pemdes”. 
Menurut Bapak Jamaludin (Ketua BPD Karanganyar) pada tanggal 
26 Desember mengatakan: 
“Masyarakat tentu tidak dilibatkan, karena itu kan urusannya 
Pemdes jadi ya hanya Pemdes yang merealisasikan”. 
Sementara menurut keterangan Ketua Paguyuban Pasar Desa 
Karanganyar Bapak Juradi pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Dalam perencanaan saja kami tidak pernah dilibatkan, apalagi 
dalam realisasi sudah tentu tidak”. 
Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Karang Taruna Desa 
Karanganyar Ibu Iis Sugiarti pada tanggal 27 Desember 2020 mengatakan: 
“Menurut kami sih tidak pernah dilibatkan, karena biasanya 
hanya Pemdes yang melaksanakan”. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat hanya sebatas objek pembangunan, karena dalam realisasi 
masyarakat tidak pernah terlibat. Padahal seharusnya ada ruang untuk 
melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan seperti masuk di 
dalam TPKD atau LPM. 
Mengacu pada seluruh hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 
agenda peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Karanganyar tahun 
2019 belum mewujudkan Operational Efficiency, karena setiap proses 
yang dilalui terpusat hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat 
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diundang hanya sebatas mendengarkan tanpa bisa berpendapat dan terlibat 
dalam penyusunan atau pun realisasi. Padahal esensi pemberdayaan 
masyarakat adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek dari 
pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi mandiri. 
 
B. Pembahasan 
Merujuk hasil penelitian, berikut pembahasan yang dapat dilakukan 
berdasarkan indikator yang sudah ada: 
1. Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Berdasarkan indikator tersebut, ada tiga sub indikator yang diambil yakni 
Pengembangan SDM, Pengembangan Organisasi dan Reformasi 
Kelembagaan. Dari tiga sub indikator tersebut, peningkatan kapasitas aparatur 
desa tahun 2019 di Desa Karanganyar masih belum memenuhi unsur 
pengembangan SDM, belum memenuhi pengembangan organisasi, serta 
belum memiliki reformasi kelembagaan yang optimal karena belum terdapat 
inovasi-inovasi yang berefek signifikan. Hal ini terlihat dengan telah 
dilakukannya evaluasi menggunakan teknik evaluasi Implementation menurut 
Umar (2002: 41-42) dimana teknik ini menekankan pada informasi apakah 
program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti 
yang telah direncanakan. Faktanya berdasarkan hasil penelitian, kelompok-
kelompok masyarakat yang menjadi informan sangat minim pengetahuan 
tentang pemberdayaan masyarakat. 
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2. Kapasitas Aparatur Desa 
Dalam hal indikator kapasitas aparatur desa terdapat tiga sub indikator untuk 
mengukur hasil penelitian. Yang pertama adalah Policy capacity, yang kedua 
Implementation authority, yang ketiga Operational efficiency. Dari tiga sub 
indikator tersebut, agenda peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa 
Karanganyar selama tahun 2019 belum memenuhi indikator kapasitas 
aparatur desa. Sehingga masyarakat belum dapat merasakan pelayanan yang 
optimal dalam hal memenuhi kebutuhannya, hal ini terlihat dari hasil 
penelitian yang menunjukan belum adanya kapasitas yag mumpuni dalam 
menyusun dan menetapkan kebijakan. Ditambah lagi tidak tersedianya kanal 
yang terbuka untuk masyarakat menyampaikan pendapat, alhasil sangat 
minim masukan dari masyarakat apalagi keterlibatan masyarakat dalam 
realisasi. Dampaknya tentu tidak menghasilkan apapun, ini bertentangan 
dengan teori Sedarmayanti (2010:163) yang mengatakan bahwa pelatihan dan 
pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya 
kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki 
organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan organisasi tentu saja 
Pemerintah Desa yang memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang 
maksimal dan prima, sedangkan yang dimaksud karyawan adalah aparatur 






C. Studi Dokumen 
Untuk semakin menemukan hasil penelitian yang valid, tentunya 
penelitian terhadap data sekunder juga perlu dilakukan. Dalam penelitian ini data 
sekunder yang digunakan adalah Dokumen Profil Desa Karanganyar Tahun 2019. 
Berikut adalah beberapa data tabel tentang proses penyelenggaran pemerintah 
desa di Desa Karanganyar tahun 2019: 
Tabel Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Karanganyar 
Jumlah Musyawarah Rencana 
Pembangunan 
1 Kali 
Jumlah Kehadiran Masyarakat 35% 
Jumlah Peserta Laki-laki 32% 
Jumlah Peserta Perempuan 2% 
Sumber: Dokumen Profil Desa Tahun 2019 
Tabel di atas menunjukan bahwa per tahun 2019, tingkat partisipasi 
masyarakat dalam mengikuti agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 
masih cukup rendah, karena dari satu kali agenda hanya 35% masyarakat yang 
terlibat. Apalagi dari kelompok perempuan, dari total 35% masyarakat yang 
terlibat, kelompok perempuan hanya berjumlah 2%. Hal ini tentu saja 
menunjukan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum mampu 






Tabel Usulan Pembangunan dan Keterlibatan Masyarakat 
Usulan Masyarakat 50% 




Keterlibatan Masyarakat Dalam 
Realisasi Pembangunan 
20% 
Sumber: Dokumen Profil Desa Tahun 2019 
Merujuk pada data di atas, terlihat bahwa usulan pembangunan didominasi 
dari usulan masyarakat. Dimana porsi usulan masyarakat mencapai 50% dari total 
kebutuhan pembangunan pada tahun 2019, sementara usulan dari pemerintah 
desa sebanyak 25% dan sisanya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, 
provinsi dan pusat yang ada di desa. Namun sangat kontras apabila melihat 
porsentase keterlibatan masyarakat dalam realisasi pembangunan yang hanya 
20% saja, padahal 50% usulan merupakan aspirasi masyarakat desa. Seharusnya 
masyarakat memiliki porsi cukup besar untuk dapat terlibat. 
Tabel Agenda Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Inisiatif Pemerintah Desa 1 Kegiatan 
Pemerintah Pusat 10 Kegiatan 
Pemerintah Provinsi 1 Kegiatan 
Pemerintah Kabupaten 14 Kegiatan 
Total 26 Kegiatan 
Sumber: Dokumen Profil Desa Tahun 2019 
Merujuk pada data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada satu inisiatif dari 
Pemerintah Desa Karanganyar selama tahun 2019 untuk agenda peningkatan 
kapasitas aparatur. Tetapi secara umum, dalam satu tahun sudah dilakukan agenda 
peningkatan kapasitas sebanyak 26 kali hanya saja masih mengandalkan 
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kebijakan-kebijakan pemerintah di atas. Hal ini tentu saja berdampak pada 
lambatnya upaya peningkatan kapasitas aparatur yang terjadi. 
Tabel Regulasi Desa 
Usulan Peraturan Desa dari BPD 3 
Usulan Peraturan Desa dari 
Pemerintah Desa 
- 
Peraturan Desa yang ditetapkan 1 
Sumber: Dokumen Profil Desa Tahun 2019 
Merujuk pada data di atas terlihat bahwa Pemerintah Desa Karanganyar 
minim inisiatif dalam hal penyusunan Peraturan Desa. Dari total 3 usulan 
semuanya diusulkan oleh BPD, walaupun kemudian hanya 1 usulan yang 
ditetapkan menjadi pertauran desa. 
Tabel Pengaduan Masyarakat 
Pengaduan terkait lamanya pelayanan 10 




Pengaduan terkait dugaan diskrimansi 
pelayanan 
5 
Sumber: Dokumen Profil Desa Tahun 2019 
Merujuk pada data di atas terlihat bahwa selama tahun 2019 masih cukup 
banyak keluhan masyarakat dalam hal waktu pelayanan. Hal ini tentu menunjukan 
agenda peningkatan kapasitas aparatur desa belum memiliki efek apapun terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat. Belum 
lagi laporan terkait dugaan penyimpangan pembangunan tentu saja memiliki 







1) Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa program peningkatan 
kapasitas aparatur desa di Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal tahun 2019 minim inisiatif dari pemerintah desa. 
Cenderung lebih mengandalkan program-program dari pemerintah pusat, 
provinsi dan atau kabupaten. Hal ini terlihat pada Dokumen Profil Desa 
tahun 2019 tentang agenda peningkatan kapasitas aparatur desa yang 
menunjukan hanya ada 1 inisiatif agenda peningkatan kapasitas aparatur 
dari Pemerintah Desa Karanganyar. 
2) Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menjadi kendala adalah 
minimnya inisiatif dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan agenda 
peningkatan kapasitas aparatur dan cenderung hanya menunggu agenda-
agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya.  
3) Berdasarkan hasil penelitian, solusi yang selama ini dilakukan terhadap 
kendala yang terjadi adalah dengan upaya dari Pemerintah Desa 







1) Pemerintah Desa Karanganyar harus lebih inisiatif dan kolaboratif dengan 
masyarakat, misalnya melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat 
sipil yang konsen terhadap isu tata kelola pemerintahan desa sehingga 
dapat berbagi pengetahuan terkait pengelolaan desa. 
2) Untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat dalam hal menyuarakan 
pendapat, Pemerintah Desa Karanganyar dapat membuat satu layanan 
Informasi dan Pengaduan yang mudah dipahami dan dijangkau oleh 
masyarakat serta memiliki tingkat responsifitas yang maksimal, sehingga 
seluruh informasi yang berkaitan dengan masyarakat dapat mudah 
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